
 

 
 
 

BAB III 

 
PENUTUP 

 
 
 
 

A.  Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis telit i, dapat disimpulkan 

bahwa pendaftaran peralihan hak milik atas tanah wakaf di Kota Tegal 

Provinsi Jawa Tengah telah mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan 

berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 telah mewujudkan kepastian 

hukum. Kepastian hukum tersebut dikarenakan perolehan sertifikat hak milik 

tanah  wakaf  setelah  dilakukan  pembuatan  Akta  Ikrar  Wakaf  dihadapan 

Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. 

Setelah itu, dilakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di Kantor 

Pertanahan sehingga pemberian sertifikat hak milik atas tanah yang diperoleh 

karena wakaf telah mewujudkan kepastian hukum. 

 
 
 

B.  Saran 
 

Sebagai akhir dalam pembahasan ini, maka penulis memberikan saran 

yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, yaitu kepada 

masyarakat agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam 

melakukan  pendaftaran  tanah  wakaf,  sehingga  proses  pendaftaran  dapat 

berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan kepastian hukum. 
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